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PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 5 TAHUN 2008
TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa pengaturan pengelolaan air tanah
dimaksudkan untuk memelihara keberadaan air
tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian
sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap
dapat berlangsung sesuai tuntutan
pembangunan yang berkelanjutan;
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Mengingat :

. bahwa pengelolaan air tanah perlu diarahkan

agar memperhatikan fungsi sosial, lingkungan
hidup serta kepentingan pembangunan antar
sektor secara selaras, sehingga dapat mengatasi
ketidakseimbangan antara ketersediaan air
tanah yang cenderung menurun dengan
kebutuhan air yang semakin meningkat;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,
perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap
pengaturan tentang pengelolaan air tanah, yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat tentang Pengelolaan Air Tanah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
tanggal 4 Juli 1950) ;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3699);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4377);
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. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4725);

. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982

tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3225);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

http://www.bphn.go.id/


http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu010.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/07uu026.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/82pp022.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/83pp027.doc

NO. 4

2008 SERI. E

10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

11.

12.

13.

14.

15.

tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006
tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4624);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008
tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4859);

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 1451.K/10/MEN/2000 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan
di Bidang Pengelolaan Air Tanah;
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16.

17.

18.

19.

20.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 716.K/40/MEM/2003 tentang
Batas Horisontal Cekungan Air Tanah di Pulau
Jawa dan Pulau Madura;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2
Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3
Seri D);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3
Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan
Sumberdaya Air di Jawa Barat (Lembaran
Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3
Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor
13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
15);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor
1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
21);
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